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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1952
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-
undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah mene-
tapkan undang-undang darurat tentang mengadakan bea
keluar tambahan sementara (Undang-undang Darurat No.3
tahun 1952, Lembaran Negara No. 8 tahun 1952).

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-
undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-
undang;

Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 3 TAHUN 1952 TENTANG MENGADAKAN
BEA KE LUAR TAMBAHAN SEMENTARA" (LEMBARAN
NEGARA No. 8 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-
UNDANG.



Pasal |

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1952
tentang mengadakan bea ke luar tambahan sementara (Lembaran Negara No. 8 tahun
1952 ditetapkan sebagai Undang-undang dengan tambahan-tambahan sehingga berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 1

Dengan tidak mengurangi pengenaan bea-bea ke luar yang se-karang berlaku,
maka untuk sementara waktu diadakan suatu pengenaan dengan nama "bea keluar
tambahan" pada pengelu-aran dari daerah pabean keluar dari daerah paberan
tersebut atas :

a. karet hevea;

b. kopra;

C. minyak dan bijih palem;

d. timah putih dan bijih timah putih;

€. minyak bumi dan hasil-hasil minyak bumi;
f. lada dan

g. kopi.

Dalam undang-undang ini yang disebutkan dengan karet hevea ialah bahan yang
terkenal dengan nama ini dalam tiap keadaan dan bentuk bahan tersebut
dikerjakan dan latex pohon karet dan semua tingkatan konsentrasi.

Pengenaan atas barang-barang yang tersebut pada ayat 1 sub a dan b berjumlah
25% dan atas barang-barang lainnya berjum-lah 15% dari harga.

Pasal 2

Bea keluar tambahan dikenakan pula pada pengeluaran karet, timah putih dan
bijih timah putih dari bagain-bagian wilayah Indonesia yang tidak termasuk
daerah pabean ke luar negeri, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang
dibuat oleh Menteri Keuangan.

Peraturan-peraturan, termaktub dalam "Rechtenordonnatie" (Ind. Stbl. 1931 No.
471) dan "Reglement B" yang dilampir-kan pada ordonansi itu, sebagaimana telah
atau akan diubah atau ditambah, berlaku serupa dalam bagian-bagian wilayah
termaktub pada ayat 1, sekedar mengenai pengeluaran dan pengiriman karet,
timah putih dan bijih timah putih dan yang berhubungan dengan itu.

Pasal 3

Dalam hal-hal tidak ada pengenaan bea keluar umum, maka bea keluar tambahan
tidak dikenakan pada pengeluaran dari daerah pabean dan, terhadap karet, juga
dari bagian-bagian wilayah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean.

Terhadap timah putih dan bijih timah putih, seperti dimaksudkan pada pasal 2
ayat 1, tidak diadakan pengenaan bea ke luar tambahan, jika pada pengeluaran



